BABV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh

peneliti maka dapat diajukan suatu kesimpulan sebagai berikut:

I.

Penerapan prinsip pembuktian sederhana dalam permohonan kepailitan
di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Periode 2020-
2021 adalah sebagai berikut:

Dalam penerapannya suatu penerapan prinsip pembuktian sederhana
selama periode 2020-2021 merupakan suatu pembuktian yang kurang
memberi kepastian hukum bagi para pihak-pihak, yang di mana dalam
praktiknya suatu pembuktian sederhana merupakan suatu masalah dalam
penerapannya. Hal tersebut merujuk pada adanya fakta dua atau lebih
Kreditor dan adanya fakta utang yang telah jatuh tempo dan tidak
dibayar. Oleh karena itu, apabila dalam praktik ditemukan bukti adanya
kedua fakta tersebut diatas, maka sepatutnya kasus tersebut segera
diproses dengan cepat. Selanjutnya suatu prinsip pembuktian sederhana
dalam penerapannya sering kali terdapat interpretasi yang berbeda, yang
di mana jika suatu hal yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga (Judex
Factie), belum tentu dapat diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah
Agung. Hal tersebut terjadi demikian karena dalam produk hukum
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU
tidak terdapat adanya pengaturan secara rinci mengenai batasan hingga
suatu tolak ukur sederhana dalam suatu pembuktian, oleh karena itu
dalam praktiknya, kerap kali majelis hakim memeriksa serta memutus
perkara kepailitan yang bersangkutan berdasarkan subjektifitas majelis
hakim terhadap pandangan yang bersifat sederhana tersebut. Hal tersebut

dapat terlihat berdasarkan pendapat dari beberapa responden yang telah
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dilakukan wawancara terkait bagaimana penerapa prinsip pembuktian

sederhana, khususnya selama periode 2020-2021.

. Hambatan dari penerapan pembuktian sederhana dalam permohonan
kepailitan pada kondisi pandemi Covid-19 Periode 2020-2021 Di
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ialah sebagai
berikut:

Dalam menerapkan suatu prinsip pembuktian sederhana dalam
permohonan kepailitan terdapat hambatan yang cukup besar dalam
penerapannya, di antara lain yaitu perbedaan dalam kemampuan yang
dimiliki hakim untuk menafsirkan suatu pembuktian sederhana yang
akan diterapkan dalam permohonan kepailitan, yang di mana dengan
adanya perbedaan penafsiran tersebut tentu saja memiliki implikasi
terhadap suatu ketidakpastian hukum. Dalam hal ini ialah perbedaan
penafsiran dalam menafsirkan suatu pengertian utang, adanya
pemahaman mengenai keberadaan utang yang telah jatuh tempo, adanya
keberadaan dua kerditor. Lalu, dengan adanya keberadaan pandemi
Covid-19 selama periode 2020-2021 juga telah mempengaruhi secara
langsung terhadap para pihak, dalam hal ini ialah baik stakeholder
pengacara maupun kuasa hukum yang mewakili kreditor dalam akses ke
kantor hingga tempat-tempat lainnya yang terkait. Hal tersebut
dipengaruhi dengan adanya kebijakan kerja jarak jauh serta pembatasan

sosial.
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B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas terkait dengan Penerapan Prinsip

Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Kepailitan dapat diajukan saran

penelitian sebagai berikut:

1.

Disarankan kepada Pembentuk Undang-Undang (Law Maker) untuk
melakukan kajian ulang hingga revisi dalam produk hukum Undang-
Undang Kepailitan dan PKPU yang telah berlaku di Indonesia hingga
pemberlakuan adaptasi Insolvency test dalam Undang-Undang
Kepailitan yang baru sebagaimana telah diberlakukan di beberapa negara
maju. Dengan adanya suatu konsep Insolvency test diantara lain untuk
menguji kemampuan pihak debitor dalam membayar kewajiban.
Berdasarkan konsep Insolvency test tersebut diharapkan perusahaan
dapat dimohonkan pailit bilamana suatu perusahaan telah dalam keadaan
bangkrut. Dengan adanya pemberlakuan tersebut, peneliti berharap jika
terjadi suatu kondisi force majeure, seperti kondisi pandemi Covid-19
tidak akan mengancam iklim bisnis di Indonesia yang di mana jika tidak
dilakukan perubahan mendalam maka akan berdampak pada
terganggunya dinamika usaha dan akan semakin banyaknya perusahaan
yang berhenti beroperasi, serta jumlah pengangguran akan bertambah
mengingat banyak perusahaan yang bisa berhenti beroperasi karena
dipailitkan.

Disarankan kepada hakim seyogyanya arif serta bijaksana dalam
memeriksa dan mengadili perkara kepailitan yang didasarkan pada
kemampuan debitor dalam melunasi utangnya mengingat hakim
merupakan penentu layak atau tidaknya debitor untuk dijatuhkan pailit.
Oleh karena itu, seharusnya hakim tidak terlalu berkutat pada peraturan
perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pembuktian sederhana
yang mana dalam hal ini hakim wajib melakukan penemuan hukum.
Disarankan untuk Pengacara Kepailitan untuk mengedepankan
penyelesaian diluar pengadilan terlebih dahulu (Out-of-Court

Settlement), yang di mana dengan adanya saran tersebut tentu saja akan
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mendorong hingga memfasilitasi penyelesaian kepailitan di luar
pengadilan, seperti adanya mediasi hingga negosiasi. Dengan adanya hal
tersebut peneliti berharap atas mengurangi beban pada sistem peradilan
serta memberikan peluang bagi para pihak untuk mencari solusi bersama
secara lebih fleksibel.

. Disarankan untuk pihak kurator untuk tetap selalu menjunjung asas
perdamaian sebagaimana telah dilakukan responden wawancara yang
telah dilakukan oleh peneliti. Hal tersebut tentu berdampak baik bagi
kepentingan bersama dengan mempertimbangkan solusi perdamaian.

. Disarankan untuk pihak kreditor untuk lebih memahami baik hak
maupun kewajibannya dalam menjalani proses kepailitan, termasuk
bagaimana mengajukan klaim, berpartisipasi dalam rapat kreditur, dan
bekerja sama dengan pengurus kepailitan.

. Disarankan untuk Organisasi KADIN dalam menyediakan pelatihan
mengenai hukum kepailitan, yang di mana dengan adanya hal tersebut
tentu akan membantu dari setiap anggota KADIN untuk lebih siap

menghadapi resiko-resiko kepailitan yang timbul di kemudian hari.
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